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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN       P U T U S A N
Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama Pematangsiantar yang  memeriksa  dan  mengadili

perkara  tertentu  pada  tingkat  pertama  dalam  persidangan  Majelis  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat / tanggal Lahir Pematangsiantar / 09 Maret 1977, agama

Islam,  pendidikan  SI, pekerjaan  PNS,  bertempat

tinggal  di  Kota  Pematangsiantar,  dalam  hal  ini

memberikan  kuasa  kepada  Muhammad Irvan

Kurniawan, S.H.,  Advocat / Pengacara pada Kantor

Hukum, M. Irvan K, S.H & Rekan, beralamat di Jalan

H.  Baasyir  Saragih  No.  02,  Nagori  Pamatang

Simalungun, Kecamatan  Siantar,  Kabupaten

Simalungun,  berdasarkan  Surat  Kuasa  Khusus

tertanggal 23 Oktober 2020, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat /  tanggal  lahir, Maligas / 31 Januari 1972,  agama Islam,

pendidikan SI,  pekerjaan PNS, bertempat tinggal di

Kota Pematangsiantar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan; 

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya  4 November

2020  yang  telah  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Pematangsiantar dalam register  Nomor  249/Pdt.G/2020/PA.KBr,  tanggal  5

November 2020  dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:   
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1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri  sah yang menikah

dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kecamatan

Siantar  Barat,  Kota  Pematangsiantar,  Provinsi  Sumatera  Utara,  pada

tanggal 16 Maret 2001, bertetapan pada tanggal 21 Dzulhijjah 1421 H,

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 118/II/IV/2001,

tertanggal 20 Maret 2001;

2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus  perawan, sedangkan

Tergugat berstatus perjaka; 

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di

rumah kontrakan di  Sinaksak selama lebih kurang 6 bulan, kemudian

Penggugat  dan  tergugat  pindah  dan  tinggal  dirumah  kontrakan  di

Pematangsiantar selama lebih kurang 2 tahun dan terakhir Penggugat

dan  Tergugat  pindah  dan  tinggal  dirumah  kediaman  bersama  di

Pematangsiantar sampai Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang dan

tempat tinggal;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut yang sudah dijalani  penggugat

dan tergugat sudah melakukan hubungan layaknya sebagai  pasangan

suami istri  (Ba’da Dukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ,

yaitu :

- Anak  Pertama  Penggugat  dan  Tergugat,  Perempuan,  Lahir

tanggal 15 Mei 2002 ;

- Anak  Pertama  Penggugat  dan  Tergugat,  Perempuan,  Lahir

tanggal 03 April 2004 ;

- Anak  Pertama  Penggugat  dan  Tergugat,  Laki-laki,  Lahir

Tanggal 09 Maret 2006 ;

- Anak  Pertama  Penggugat  dan  Tergugat,  Perempuan,  Lahir

Tanggal 09 Oktober 2007 ;
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5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat  dengan Tergugat  berjalan

baik, rukun dan harmonis. Namun kemudian sejak sekitar bulan  Januari

2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sering terjadi

perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena  :

 

a. Tergugat tidak jujur dengan masalah keuangan keluarga;

b. Tergugat  tidak  mempunyai  hubungan  yang  baik  dengan

keluarga Penggugat;

c. Tergugat suka marah tanpa sebab;

6. Bahwa puncak  keretakan rumah tangga antara  Penggugat  dengan

Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 18 April 2020, yang diakibatkan

pada posita poin 5, Tergugat mengantarkan Penggugat pulang kerumah

orang tua Tergugat  dan sejak itu pula  antara Penggugat dan tergugat

telah pisah ranjang dan tempat tinggal;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya sekuat tenaga untuk

menyelesaikan setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara

lain  dengan  melakukan  konsultasi  perkawinan  dengan  orang  tua  dan

keluarga  terdekat,   namun  upaya  tersebut  tidak  berhasil,  karena

perselisihan diantara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi; 

8. Bahwa  upaya-upaya  konsultasi  dan/atau  nasehat  sebagaimana

Penggugat  uraikan pada butir 7 diatas, semata-mata Penggugat lakukan

untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

yang  telah  berlangsung  selama  ±  19  (Sembilan  belas)  tahun  dan

memperhatikan pula perkembangan psikis/mental Anak yang Lahir dari

Perkawinan Para Pihak (Penggugat dan Tergugat); 

9. Bahwa dengan tidak dapat dipertahankannya lagi  kehidupan rumah

tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lain bagi

Penggugat  selain  memutuskan  untuk  mengakhiri  ikatan  perkawinan

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Pst 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan cerai

a quo; 

10. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun

1974,  tentang  Pokok-pokok  Perkawinan,  dinyatakan  sebagai  berikut

bahwa; “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan

wanita sebagai suami istri  dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga)  yang  bahagia  dan kekal  berdasarkan Ketuhanan  Yang  Maha

Esa.”

Apabila ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tersebut

diatas  dikaitkan  dengan  keadaan  perkawinan  antara  Penggugat  dan

Tergugat, maka jelaslah bahwa tujuan dari Perkawinan tersebut sudah

tidak ada lagi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat,

dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat terlihat telah mengandung

cacat dalam pelaksanaannya, sehingga dengan demikian untuk apalah

perkawinan tersebut dipertahankan lagi; 

11. Bahwa  selain  dari  pada  itu,  gugatan  cerai  Penggugat  yang

didasarkan  pada  adanya  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terjadi

terus  menerus  antara  Penggugat  dan  Tergugat  juga  telah  memenuhi

ketentuan Pasal  19 huruf  f  Peraturan Pemerintah No.  9  Tahun 1975,

yang  pada pokoknya  menyebutkan bahwa : “Perceraian  dapat  terjadi

karena antara suami dan isteri  terus-menerus terjadi  perselisihan dan

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah

tangga”;

12. Bahwa  sebagaimana  telah  Penggugat  uraikan  diatas,  maka

telah cukup alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi

perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup

bersama sebagai suami isteri;

13. Bahwa  selanjutnya  patut  apabila  penggugat  dihukum  untuk

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
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Maka  berdasarkan  alasan-alasan  dan  fakta-fakta  sebagaimana

Penggugat telah uraikan diatas, maka  Penggugat mohon agar Pengadilan

Agama Pematangsiantar cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan

memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya; 

2. Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat

(Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat); 

3. Menghukum  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini  sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;

Atau 

Apabila Bapak  Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar berpendapat lain,

mohon putusan  yang seadil-adilnya  (ex aequo et bono).

Bahwa,  pada  hari  persidangan  yang  telah  ditetapkan,  Kuasa  Penggugat

datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula

mengutus  orang  lain  sebagai  wakil  atau  kuasanya  yang  sah  untuk  datang

menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan

tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa hukum dan syarat

formil  kuasa  hukum  Penggugat untuk  beracara  di  muka  sidang  dan

berdasarkan pemeriksaan tersebut,  bahwa kuasa hukum  Penggugat telah

memenuhi  syarat  formil  untuk  beracara dan mewakili  kepentingan hukum

principal Penggugat;

Bahwa, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan

surat  izin  untuk  melakukan  perceraian  dengan  suaminya  yang  bernama

Johenri  Damanik,  S.Pd.  yang  dikeluarkan  oleh  Kepala  SMP  Negeri  12

Pematangsiantar tertanggal 24 Agustus 2020;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada

Penggugat  melalui Kuasanya  agar rukun kembali dengan Tergugat, namun

usaha  tersebut  tidak  berhasil,  sedangkan  upaya  damai  melalui  proses

mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan  karena  Tergugat  tidak  pernah  hadir  di

persidangan. Selanjutnya  dibacakan surat  gugatan Penggugat  yang pada

prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;
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Bahwa,  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat  telah

mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A.  Surat:

Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:  118/4/IV/2001   tertanggal  20

Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Siantar Barat, Kota Pematangsiantar,  Propinsi Sumatera Utara, yang

telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B.  Saksi:

1. Saksi  Pertama,  umur  36 tahun,  agama  Islam  pendidikan

terakhir  SMA,  pekerjaan  pedagang,  bertempat  tinggal  di  Kota

Pematangsiantar, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan

sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

saksi adik ipar Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

menikah sekitar 20 tahun yang lalu;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah dikaruniai  4  (empat)

orang anak;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di

Kota Pematangsiantar;

- Bahwa  keadaan  rumahtangga  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah  tidak  rukun dan  harmonis  lagi  sejak  tahun 2010 karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa  penyebab  pertengkaran  antara  Penggugat  dengan

Tergugat  karena  Tergugat  tidak  suka  jika  Penggugat  sering

memberi uang kepada orangtua Penggugat;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  dan  mendengar

pertengkaran  Penggugat  dengan  Tergugat,  saksi  hanya

mendengar  dari  cerita  Penggugat  dan  juga  para  tetangga

Penggugat dengan Tergugat, bahkan tetangga Penggugat pernah

bercerita  kepada  saksi,  bahwa Penggugat  pernah  menginap  di

rumah tetangga Penggugat karena bertengkar dengan Tergugat;
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- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  berpisah  tempat

tinggal sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu; 

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil; 

2. Saksi Kedua, umur  40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

pekerjaan  guru mengaji, bertempat tinggal di Kota Pematangsiantar,

di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  dan  Tergugat  karena

saksi adik kandung Penggugat;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  yang

menikah sekitar 20 tahun yang lalu;

- Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah dikaruniai  4  (empat)

orang anak;

- Bahwa  Penggugat  dengan Tergugat  terakhir  tinggal  bersama

Kota Pematangsiantar;

- Bahwa  keadaan  rumahtangga  Penggugat  dengan  Tergugat

sudah  tidak  rukun dan  harmonis  lagi  sejak  tahun 2010 karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara

Penggugat  dengan  Tergugat  namun  menurut  cerita  Penggugat

dan cerita dari keluarga bahwa Penggugat sering memberi uang

kepada  orangtua  Penggugat  sehingga  Tergugat  marah  karena

Tergugat tidak suka jika Penggugat sering memberi uang kepada

orangtua Penggugat;

- Bahwa  saksi  tidak  pernah  melihat  dan  mendengar

pertengkaran  Penggugat  dengan  Tergugat,  saksi  hanya

mendengar dari cerita Penggugat dan Tergugat sendiri;

- Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  sudah  berpisah  tempat

tinggal sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu; 

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat

dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain

dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut; 
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Bahwa,  Penggugat  melalui  Kuasanya  dalam kesimpulannya  secara

lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal

yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

 PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat  adalah

seperti diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  setelah  mempelajari  berkas  perkara,  ternyata

Pengadilan Agama Pematangsiantar mempunyai kewenangan absolut untuk

memeriksa  dan  mengadili  perkara  ini  sesuai  dengan  maksud  Pasal  49

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang

Nomor  50  Tahun  2009,  oleh  karena  itu  perkara  ini  dapat  diterima  untuk

dipertimbangkan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  panggilan  yang  telah

disampaikan kepada Kuasa Penggugat dan Tergugat, Kuasa Penggugat dan

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan

Pasal 145 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang,  bahwa  pada  hari  dan  tanggal  yang  telah  ditetapkan,

Kuasa  Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat

tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan dan

telah  nyata  ketidakhadirannya  tersebut  bukan  karena  alasan  yang

dibenarkan oleh hukum meskipun telah dipanggil  secara resmi dan patut,

dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini

diperiksa secara verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa

hadirnya Tergugat (verstek); 

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka amanat

PERMA Nomor  1  Tahun  2016  tentang  mediasi  tidak  dapat  dilaksanakan,

akan  tetapi  upaya  damai  tetap  dilakukan  dengan  menasehati  Penggugat

melalui  Kuasanya  agar  rukun  kembali  dengan  Tergugat  sebagaimana
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dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009  jo.  Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

1974 tentang perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  Penggugat sebagai  Pegawai  Negeri  Sipil  telah

mendapat  izin  untuk  melakukan  perceraian  dari  pejabat  yang  berwenang

dan,  oleh  karena  itu  Majelis  berpendapat  Penggugat telah  memenuhi

ketentuan prosedur perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan

Pemerintah  Nomor  45  Tahun  1990  tentang  perubahan  atas  Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian

bagi  Pegawai  Negeri  Sipil,  sehingga  gugatan  Penggugat  dapat  untuk

dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat maka

yang menjadi masalah pokok adalah Penggugat menggugat cerai Tergugat

dengan  alasan  rumahtangga  Penggugat  dan  Tergugat  tidak  rukun  lagi

karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berpisah

sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,

Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P  serta dua orang

saksi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P  berupa  Fotokopi  Kutipan

Akta  Nikah  atas  nama  Penggugat  dan  Tergugat  yang  merupakan  akta

otentik, telah bermaterai cukup dan dinazegelen, telah diteliti dan dicocokkan

dengan  aslinya  ternyata  cocok  dan  sesuai  dengan  aslinya,  isi  alat  bukti

tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dengan Tergugat adalah suami

isteri yang sah, dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil

dan materil alat bukti, sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna

dan mengikat berdasarkan Pasal 285 R.Bg, dan berdasarkan Pasal 2 ayat

(2)  Undang-undang Nomor  1 tahun 1974  jo Pasal  10  ayat  (3)  Peraturan

Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal  7 ayat  (1)  Kompilasi  Hukum
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Islam dengan demikian Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam

perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat

di  persidangan  Majelis  Hakim  menilai  telah  memenuhi  ketentuan  formil

kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu

halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian

secara formil dapat diterima; 

Menimbang,  bahwa keterangan saksi-saksi  Penggugat  adalah fakta

yang  dilihat,  didengar  dan  dialami  sendiri  serta  relevan  dengan  dalil-dalil

yang harus dibuktikan Penggugat mengenai ketidakrukunan rumah tangga

Penggugat  dengan  Tergugat  hingga  akhirnya  berpisah,  peristiwa  mana

merupakan  indikasi  tidak  harmonisnya  rumah-tangga  Penggugat  dan

Tergugat,  maka  Majelis  Hakim  berkesimpulan  keterangan  saksi-saksi

Pengugat sepanjang mengenai ketidak rukunan dan telah pisah rumahnya

Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat materiil saksi, hal ini sejalan

dengan  Yurisprudensi  MARI  Nomor  299/K/AG/2003 tanggal  8  Juni  2005

yang  diambil  alih  menjadi  pendapat  Majelis yang  menyatakan  bahwa

“keterangan  dua  orang  saksi  dalam  sengketa  yang  hanya  menerangkan

suatu akibat  hukum (rechts gevolg)  mempunyai  kekuatan hukum sebagai

dalil  pembuktian  untuk  itu  harus  dipertimbangkan  secara  cermat”  jo.

Yurisprudensi MARI Nomor 285/K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang

diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang menyatakan bahwa “saksi yang

tidak  melihat  secara  langsung  pertengkaran  antara  Pemohon  dengan

Termohon,  tetapi  mengetahui  telah  pisah  rumah  dan  telah  didamaikan

menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas

terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;   

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dua orang

saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis

Hakim  berpendapat  alat  bukti  saksi  yang  diajukan  Penggugat  sepanjang

mengenai  ketidakrukunan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat serta

telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak 7 bulan yang lalu, telah

mencapai batas minimal pembuktian saksi;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  gugatan  Penggugat

dihubungkan dengan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi Penggugat

ditemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah

pada tanggal 16 Maret 2001 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

2. Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak

rukun lagi  dan antara Penggugat  dengan Tergugat  telah pisah rumah

sejak lebih kurang 7 bulan yang lalu;

3. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan

Tergugat tetapi tidak berhasil;  

Menimbang,  bahwa  dari  fakta-fakta  yang  terungkap  dalam  sidang

sebagaimana tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim akan menilai  apakah fakta-

fakta tersebut  bernilai  fakta hukum sebagaimana yang akan di  uraikan di

bawah ini:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  angka  1  Penggugat  dan

Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai 4 (empat)

orang  anak  dan  tidak  pernah  bercerai,  dengan  demikian  Penggugat

berkualitas hukum sebagai  pihak-pihak dalam perkara ini,  dan Penggugat

berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama

sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dihubungkan dengan

fakta angka (3) Majelis Hakim menilai dengan tidak melihat siapa dan apa

yang  menjadi  penyebabnya  bahwa  rumah  tangga  Penggugat  dengan

Tergugat telah dapat dikualifikasi sebagai rumah tangga yang sudah pecah

(broken marriage) yang sulit untuk dirukunkan dan disatukan lagi, sehingga

untuk membina rumah tangga yang  sakinah, mawaddah wa rahmah sudah

sulit  untuk  diwujudkan  sebagaimana  yang  dikehendaki  Pasal  1  Undang-

undang Nomor 1 Tahun 1974  jo  Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan dalil

surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Perkara Nomor
249/Pdt.G/2020/PA.Pst 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 11



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

 

Artinya: ”Dan  diantara  tanda-tanda  kekuasaanNya  ialah  Dia  telah

menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu

merasa  cenderung  dan  merasa  tentram  kepadanya,  dan  Dia

menjadikan  diantaramu  rasa  kasih  dan  sayang,  sesungguhnya

pada  yang  demikian  itu   benar-benar  terdapat  tanda-tanda  bagi

kaum yang berfikir.” 

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974,  perkawinan  ialah  ikatan  lahir  bathin  antara  seorang  pria

dengan  seorang  wanita  sebagai  suami  isteri  dengan  tujuan  membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  firman  Allah  SWT pada  Surat  Ar

Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tersebut  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  tujuan  perkawinan  adalah  untuk

mendapatkan  ketentraman  dan  dalam  rangka  membentuk  keluarga  yang

bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka

apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak

ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan

itu sudah rapuh;

Menimbang,  bahwa  untuk  mempertahankan  perkawinan  harus  ada

keinginan  yang  kuat  (ghirah)  dari  kedua  belah  pihak  suami  dan  isteri,

sementara dalam kasus  a quo pihak Penggugat dan Tergugat sudah tidak

sejalan  dan  unsur  ikatan  lahir  dan  batin  antara  Penggugat  dan  Tergugat

sudah  tidak  ada  lagi  karena  secara  lahir  (fisik)  Penggugat  dan  Tergugat

sudah berpisah kediaman bersama sejak 7 bulan yang lalu;

Menimbang,  bahwa  menurut  penilaian  Majelis  Hakim

mempertahankan  perkawinan  seperti  itu  hanya  akan   mengakibatkan

kemadharatan dan ekses-ekses negative (madharat)  bagi Penggugat dan
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Tergugat,  dan  sesuai  dengan  kaidah  Hukum  Islam,  bahwa  menolak

kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

المصالح جلب على درءالمفاسدمقدم

Menimbang,  bahwa walaupun  fakta  hukum sebagaimana  terurai  di

atas  tidak  memenuhi  maksud  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975  jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam  yang

berbunyi  sebagai  berikut :“perceraian dapat terjadi karena alasan  :  antara

suami  dan isteri terus-menerus  terjadi perselisihan  dan pertengkaran  dan

tidak ada harapan akan hidup  rukun lagi  dalam rumah tangga”, akan tetapi

substansi  pasal  ini  adalah  tidak  dapat  dirukunkan  lagi,  maka  dengan

demikian  Majelis  Hakim  berkesimpulan  alasan  perceraian  yang  diajukan

Penggugat  untuk  bercerai  dengan  Tergugat  telah  memenuhi  alasan

perceraian  sebagaimana  tersebut  dalam  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan

Pemerintah  Nomor  9  tahun  1975.  Hal  ini  sejalan  pula  dengan  putusan

Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal  26 Maret 1997 yang

diambil  alih  Majelis  Hakim  menjadi  pertimbangannya  yang  menyatakan

bahwa  “rumah  tangga  telah  pecah  dan  retak,  karena  suami  isteri  tidak

berdiam satu  rumah lagi,  sehingga tidak  ada harapan untuk  hidup rukun

kembali  sebagai  pasangan  suami  isteri  yang  harmonis  dan  bahagia” jo.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September

2003  yang  diambil  alih  Majelis  Hakim  menjadi  pertimbangannya  yang

menyatakan  “suami  isteri  yang  telah  pisah  rumah  dan  tidak  saling

memperdulikan  sudah  merupakan  fakta  adanya  perselisihan  dan

pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah

tangga”;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

sebagaimana tersebut  di  atas,  Majelis  Hakim menilai  gugatan Penggugat

telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan

Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in  sughra

Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 119 angka 2

huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;
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Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam

bidang  perkawinan,  maka  sebagaimana  ditetapkan  Pasal  89  ayat  (1)

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; 

Mengingat,  semua  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  serta

hukum syar’i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat  yang telah dipanggil  secara resmi  dan

patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  shughra  Tergugat  (Tergugat)

terhadap Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya

perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus  tujuh puluh enam  ribu

rupiah);

Demikian  putusan  ini  dijatuhkan  di  Pengadilan  Agama

Pematangsiantar dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa

tanggal  17 Nopember 2020 M, bertepatan dengan tanggal  2 Rabiul  Akhir

1442 H, oleh Asri Handayani, S.H.I., M.E., sebagai Ketua Majelis, Muhamad

Tambusai  Ad  Dauly,  S.H.I.  dan  M.  Rizfan  Wahyudi,  S.H.  masing-masing

sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari  itu

juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Saiful Bahri Lubis,

S.Ag. sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh Kuasa Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat;          

                                                Ketua Majelis,

dto

                  Asri Handayani, S.H.I., M.E.

 

                Hakim Anggota,      Hakim Anggota,
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 dto dto

 

   Muhamad Tambusai Ad Dauly, S.H.I. M. Rizfan Wahyudi, S.H. 

                                               Panitera Pengganti,

 dto

                     Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

 Rincian Biaya Perkara: 

1. PNBP Rp   60.000,00

2. Biaya Proses Rp   50.000,00

3. Panggilan Rp 240.000,00

4. Pemberitahuan Isi Putusan Rp 120.000,00

5. Meterai Rp     6.000,00

           Jumlah Rp 476.000,00

                                  (empat ratus tujuh puluh enam ribu 

rupiah)
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